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BERITA ACARA 
 
 

T E N T A N G 
 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 
 
 
 

Pada  hari  ini  Senin,  Tanggal  Dua  Puluh Tujuh  Bulan Nopember  Tahun Dua 

Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  (  IKU  ) Tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,  Tidak Mengalami Perubahan. 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya  dan  apabila dikemudian hari 

mengalami perubahan akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

Tenggarong, 27 Nopember 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  ASET DAERAH 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 
 

 

 
1. 

 
Tujuan 

 
: 

 
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

 
2. 

 
Tugas Pokok 

 
: 

 
Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di 
bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

 

3. 
 

Fungsi 
 

: 
 
1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah. 
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya 
 



 

 

TUJUAN /SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULA PERHITUNGAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

Meningkatkan Kualitas 
Pengelolaan Keuangan 
dan Aset. 
 
Transparansi 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Menigkatnya Perangkat 
Daerah Dalam 
Pengelolaan Aset 
Dengan Baik. 

 
 

 
 
 
 
1. Penyajian Dokumen 

Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pelaporan dab 
Pertanggungjawaban 
Keuangan. 

 
2. Keterbukaan Informasi 

Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

 
 
3. Persentase Perangkat Daerah 

yang mampu mengelola Aset 
dengan Baik 

 
 
 
 
 
Jumlah Dokumen Tersaji 
                                                    X 100 % 
Jumlah Dokumen Transparansi. 
 
 
Jumlah Dok. Keterbukaan Informasi 
                                                             X 100%  
Jumlah Dok. Keterbukaan Informasi 

 
 
 
Jumlah OPD yang telah Sesuai 

                                                     X 100% 

Jumlah OPD 

 
 
 

 
 
 

Kepala Badan 
 
 
 
 

Kepala Badan 
 
 
 
 

Kepala Badan 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bidang Anggaran 
dan Bidang 
Akuntansi 

 
 

Bidang Anggaran 
dan Bidang 
Akuntansi 

 
 
Bidang Aset 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Lampiran : 

Difinisi Operasional 29 Dokumen Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah : 
1. Informasi Ringkasan Dokumen RKPD. 
2. Informasi Kebijakan Umum Anggaran. 
3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran 
4. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD. 
5. Informasi Rinkasan Dokumen RKA PPKD. 
6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perda APBD. 
7. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD. 
8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
9. Informasi Ringkasan DPA. 
10. Informasi DPA PPKD. 
11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah. 
12. Informasi Realisasi Belanja Daerah. 
13. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah. 
14. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD. 
15. Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 
16. Informasi Perturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. 
17. Informasi Rinkasan RKA Perubahan. 
18. Informasi Rencana Umum Pengadaan . 
19. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 
20. Informasi Peraturan Kepala Daerah  tentang Kebijakan Akuntansi. 
21. Informasi Laporan Arus Kas. 
22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD. 
23. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD. 
24. Informasi Neraca. 
25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah. 
26. Informasi Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah. 
27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah. 
28. Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 
29. Informasi Opini BPK. 

 
Difinisi Operasional Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola Aset dengan Baik : 

➢ Seluruh Perangkat Daerah yang berada dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 



 


